UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG
DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C
(Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun)

SKRIPSI
Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi [lmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:
HARRY PRADANA PUTRA

2007 / 88996

PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012












ABSTRAK

Harry Pradana Putra: 2007/88996. Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam
Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C
(Studi Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk
Minturun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan
pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C
dikawasan aliran Sungai Lubuk Minturun dan mengidentifikasi kendala-kendala
yang ditemui serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan
bahan galian golongan C.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif, karena peneliti hanya memberikan gambaran tentang keadaan
sebagaimana mestinya. Pemilihan informan memakai teknik snowball sampling.
Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui
observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan
melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang
dalam penertiban penambangan bahan galian C dialiran Sungai Lubuk Minturun,
dilakukan melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Kendala
yang ditemui secara umum adalah kurangnya pengawasan disebabkan minimnya
anggaran pemerintah, tidak tegasnya pemerintah terhadap pelanggaran yang
dilakukan penambang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga
lingkungan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan diantaranya, dampak fisik
seperti: kerusakan sungai, hutan, dan infrastruktur, dampak terhadap prilaku
masyarakat dikawasan aliran sungai, dampak sosial ekonomi. Dari hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa penertiban penambangan bahan galian C dikawasan
Sungai Lubuk Minturun sulit dilakukan karena kegiatan penambangan sudah
menjadi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun. Penambangan bahan galian
C yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin juga mempunyai dampak
positif diantaranya, menambah pendapatan daerah dan bagi masyarakat adanya
penambangan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat disekitar aliran
Sungai Lubuk Minturun. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang mengefektifkan
kawasan aliran Sungai Lubuk Minturun sebagai kawasan wisata alam, sehingga
masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang bahan galian C, bisa
beralih pekerjaan kesektor pariwisata.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh pada
lingkungan hidup sekitarnya, dalam rangka manusia itu memenuhi kebutuhan
hidupnya baik sandang pangan maupun papan/perumahan. Tumbuh
berkembangnya pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi
yang dapat membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup.
Oleh sebab itu kita bangsa Indonesia wajib melestarikan dan mengembangkan
lingkungan hidup agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat
dan bangsa Indonesia demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa
Indonesia. Emil Salim (1993:34) mendefinisikan Lingkungan Hidup secara umum
diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh semua hal yang
terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi semua hal yang hidup
termasuk kehidupan manusia.

Menurut Emil Salim (1989:13) sumber alam kita umumnya terbagi atas
sumber alam yang bisa diperbaharui (seperti hutan, perikanan, dan lain-lain) dan
sumber alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak, batubara, gas alam, dan
lain-lain. Dari sudut pemakaian, sumber alam yang tidak bisa diperbaharui harus
dipakai secara bijaksana. Sumber daya alam yang bisa diperbarui harus dikelola

menurut pola yang mengindahkan kelestarian sumber daya alam.



Salah satu contoh sumber daya alam kita adalah bahan-bahan galian yang
terkandung dalam bumi Indonesia. Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur
didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok
Pertambangan. Dalam pembukaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967
dijelaskan guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional
dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spirituil
berdasarkan pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk
mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensil dibidang
pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil. Bagian penjelasan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian
terdiri dari :

1. Golongan bahan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis
untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara, seperti :
minyak bumi, aspal dan lain-lain.

2. Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin hajat hidup
orang banyak seperti : emas, besi, pasir besi, dan lain-lain.

3. Golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A dan B yakni :
galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat
internasional, seperti nitrat, asbes, batu apung, batu kali, pasir, tras, dampal
dan lain-lain.

Dari beberapa jenis bahan galian golongan C yang penambangannya
paling banyak dilakukan adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun. Usaha

penambangan pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun tersebut harus mendapat



perhatian serius, karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan
kurang memperhatikan akibat terhadap lingkungan hidup.

Sehubungan dengan proses pemanfaatan bahan-bahan galian tersebut
tidak sejalan dengan pemikiran yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32
tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pembukaan Undang-undang Nomor 32
tahun 2009 menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup semakin menurun telah
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dijelaskan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum. Namun fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dalam pasal 1 Undang-undang
Nomor 32 tahun 2009 tersebut hingga kini tidak berjalan sebagaimana mestinya,
sehingga pemerintah terkesan membiarkan kerusakan fungsi lingkungan terjadi
secara terus-menerus.

Penambangan rakyat diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 11
tahun 1967 dijelaskan bahwa apabila jumlah endapan bahan-bahan galian (batu)

tersebut sedemikian kecilnya sehingga akan lebih menguntungkan jika diusahakan



secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian tersebut dapat
diusahakan secara Pertambangan Rakyat.

Tujuan pertambangan rakyat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang
Nomor 11 tahun 1967 dijelaskan bahwa pertambangan rakyat bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan
galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan
bimbingan pemerintah, sedangkan ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967
menjelaskan penambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat
yang memegang kuasa pertambangan/izin pertambangan.

Pembiaran oleh pemerintah Kota Padang terhadap penambangan bahan
galian golongan C secara terus-menerus akan berdampak pada kerusakan
lingkungan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat sekitar aliran Sungai
Lubuk Minturun. Tidak adanya penertiban oleh pemerintah Kota Padang
membuat masyarakat dengan mudah mengeksploitasi material-meterial yang ada
di sungai tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Seharusnya
pemerintah Kota Padang melalui Disperindagtamben dan Bapedalda harus segera
melakukan upaya-upaya untuk mencari solusi akan permasalahan terkait
penertiban penambangan bahan galian golongan C ini.

Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah Kota Padang
yang disertai dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan resiko kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan, menyebabkan beberapa
kerusakan diantaranya kerusakan lingkungan sungai secara fisik seperti:

kerusakan sungai, kerusakan hutan, sedangkan resiko dari kerusakan sarana



infrastruktur seperti: jebolnya irigasi yang berfungsi sebagai pintu pengaturan
debit air, jalan warga putus akibat air sungai meluap serta mengancam keberadaan
jembatan By Pass Km 19. Kurangnya pendidikan dan kebutuhan masyarakat dari
segi ekonomi yang ingin mendapatkan materi secara mudah tanpa memperhatikan
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga merupakan faktor dominan
terjadinya penambangan bahan galian golongan C.

Hal inilah yang terjadi disekitar aliran Sungai Lubuk Minturun Kecamatan
Koto Tangah Padang. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah disertai dengan
kondisi ekonomi yang lesu, membuat maraknya penambangan rakyat bahan galian
golongan C terjadi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang seakan-akan
dapat mengancam masyarakat yang bermukim disepanjang aliran Sungai Lubuk
Minturun.

Dengan melihat permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat
permasalahan ini untuk diteliti, dengan judul “Upaya Pemerintah Kota Padang
Dalam Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C (Studi

Lingkungan Di Kawasan Aliran Sungai Lubuk Minturun)”.

B. Identifikasi, Batasan, Perumusan dan Fokus Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian dan keterangan yang dikemukakan diatas maka dapat
di identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Belum adanya upaya pemerintah Kota Padang dalam mengatasi masalah

akibat penambangan bahan galian C.



2. Rusaknya infrastruktur seperti: irigasi dan akses jalan masyarakat.

3. Rusaknya kawasan hutan lindung.

4. Penambangan batu dan pasir secara langsung juga mengancam keberadaan
Jembatan di Jalan By Pass Km 19

5. Masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti: masalah ekonomi, prilaku
sosial, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

6. Kurangnya pengawasan dari pemerintah akan dampak lingkungan yang
ditimbulkan oleh penambangan bahan galian C.

7. Tidak adanya tidakan tegas aparat pemerintah dalam penertiban
penambang bahan galian C dikawasan aliran Sungai Lubuk Minturun.

2. Batasan Masalah

Agar mempertajam objek pembahasan maka yang menjadi batasan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah Kota

Padang terkait penambangan bahan galian golongan C dikawasan aliran

Sungai Lubuk Minturun serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat

penambangan bahan galian golongan C tersebut.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat dikemukakan
perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa saja upaya pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan
bahan galian golongan C dikawasan Sungai Lubuk Minturun?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penertiban
penambangan bahan galian golongan C dikawasan Sungai Lubuk

Minturun?



3. Bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan
bahan galian golongan C disekitar kawasan aliran Sungai Lubuk
Minturun?
4. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dengan adanya keterbatasan
kemampuan yang peneliti miliki, dan untuk mempertajam objek pembahasan,
maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana upaya pemerintah
Kota Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C dan
dampak lingkungan yang ditimbulkan.
C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai
mahasiswa Fakultas I[lmu Sosial Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu
Administrasi Negara yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Publik, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah
yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Padang
dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C dikawasan
Sungai Lubuk Minturun.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota
Padang dalam penertiban penambangan bahan galian golongan C
dikawasan Sungai Lubuk Minturun.

3. Untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat

penambangan bahan galian C dikawasan aliran Sungai Lubuk Minturun.



D. Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian

ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, informasi dan

wawasan teoritis khususnya yang berkaitan dengan implementasi

kebijakan dan dampak lingkungan akibat penambangan bahan galian

golongan C.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a.

Bagi masyarakat yang tinggal dikawasan aliran Sungai Lubuk
Minturun sendiri dapat menambah kesadaran masyarakat untuk
menjaga dan melindungi lingkungan sungai. Sedangkan bagi
pemerintah yang berwenang dalam mengambil dan membuat
kebijakan dapat menjadi bahan rujukan dalam membuat suatu
peraturan untuk mengatur penambangan rakyat agar tidak merusak
lingkungan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi
penelitian lanjutan yang berhubungan dengan upaya penertiban dan
dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan

galian golongan C.



BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah peneliti lakukan,

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam penertiban penambangan
bahan galian golongan C yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 27 tahun 2002 tentang Usaha dan Retribusi Izin Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Peraturan Daerah tersebut
menjelaskan bagaimana proses perizinan, kewajiban penambang sampai
sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
pihak penambang. Namun Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2002 tidak
berlaku terhadap penambang batu kecil-kecilan yang sama sekali tidak
memiliki izin. Pemerintah Kota Padang juga tidak bisa melakukan penertiban,
dikarenakan penambangan yang terjadi disungai selain menyangkut mata
pencarian masyarakat, penambangan batu disungai juga sudah menjadi
kebiasaan masyarakat secara turun-temurun. Untuk mencegah kerusakan
lingkungan, Pemerintah Kota Padang membuat papan pengumuman larangan
penambangan batu disekitar kawasan sungai yang menjelaskan jarak aman
penambangan jarak infrastruktur yang ada disungai serta sanksi hukum bagi
yang melanggar. Namum pada kenyataannya masyarakat tidak menghiraukan

papan larangan yang dibuat pemerintah Kota Padang tersebut.



2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya penertiban penambang bahan
galian golongan C yaitu kurangnya anggaran pemerintah Kota Padang dalam
pengawasan dan perbaikan infrastruktur disungai sehingga pengawasan rutin
pemerintah hanya dilakukan satu sampai dua kali dalam setahun. Selain itu
pemerintah Kota Padang terkesan tidak bisa bersikap tegas dalam memberikan
sanksi hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan yang dilakukan
penambang serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi
lingkungan juga menjadi kendala bagi pemerintah.

3. Penambangan bahan galian golongan C yang memiliki izin maupun yang
tidak memiliki izin, selain berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat
seperti menambah pendapatan daerah, mengurangi angka pengangguran,
masyarakat bisa berjualan dilokasi penambangan, dan lahan bekas tambang
yang bisa dijadikan kawasan pemukiman yang mempunyai nilai jual. Disisi
lain, dampak negatif dari penambangan bahan galian golongan C ini juga
mengakibatkan kerusakan lingkungan, rusaknya infrastruktur seperti irigasi
dan jalan masyarakat, dan rusaknya kawasan hutan lindung karena
pelanggaran izin eksplorasi yang dilakukan penambang, selain itu kerusakan
lingkungan hutan juga diperparah dengan tidak adanya upaya reklamasi lahan
bekas tambang, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh pihak

penambang itu sendiri.



B. Saran

Dari kesimpulan yang peneliti kemukakan sebelumnya, dapat disarankan

hal-hal sebagai berikut :

1.

Kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pembuatan papan larangan
penambangan seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dan bersosialisasi
tidak hanya sebatas di Kelurahan saja, tetapi harus turun langsung ketengah
masyarakat. Agar lebih memberi pemahaman dan kesadaran kepada
masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan sungai dari kerusakan.
Dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan
secara langsung dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan.
Maka dengan itu, akan terjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis
antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Padang harusnya bersikap tegas terhadap pelanggaran yang
dilakukan pihak penambang dan sebaiknya pemerintah Kota Padang mengkaji
ulang perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya serta lebih memperketat
syarat perizinan. Selain itu, pemerintah Kota Padang seharusnya menambah
anggaran untuk kegiatan pengawasan dan perawatan infrastruktur yang ada
disungai. Dengan sering melakukan pengawasan dan perawatan diharapkan
pemerintah Kota Padang tidak terlambat dalam mengantisipasi dampak

kerusakan lingkungan sungai yang lebih besar.

. Dengan adanya dampak kegiatan penambangan bahan galian C berupa

dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif, maka

diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik, agar dampak



negatif yang terjadi tidak semakin meluas atau semakin parah, seperti
mengefektitkan kawasan aliran Sungai Lubuk Minturun sebagai kawasan
objek wisata alam, sehingga masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai
penambang batu, bisa beralih pekerjaan menjadi pengelola objek wisata.
Selain itu, dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera
ditanggulangi secara terpadu oleh pemerintah Kota Padang, sehingga lahan
bekas pertambangan kembali pulih sesuai dengan peruntukkannya. Pemerintah
Kota Padang juga harus secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban

mereklamasi lahan bekas tambang kepada pengusaha penambangan.
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